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Abstrak

Perkembangan teknologi ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut
berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan
Jasa Keuangan ini disebut juga dengan Financial Technology Lending. Semua
transaksi tersebut dilakukan dengan sistem online dengan akses yang mudah ,
dan proses transaksi yang cepat. Risiko yang membayangi bisnis jasa layanan
keuangan oleh perusahaan berbasis teknologi atau financial technology adalah
pertama risiko diserang peretas, kedua risiko gagal bayar, ketiga risiko
penipuan.

Studi dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjawab permasalahan
yang ditemukan dalam proses penelitian, diantaranya: 1. Apakah efektif upaya
perlindungan hukum bagi pengguna fintech lending syariah di Indonesia? 2.
Bagaiamana upaya dalam perlindungan hukum bagi pengguna Financial
Technology Lending di Indonesia dalam perspektif Magashid Syari’ah? dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library
research), dan dibantu dengan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu
penyusunan  dengan cara  menghimpun,  menuliskan,  mengedit,
mengklasifikasikan, mereduksi, mewawancara dan menjadikan data dan
informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti dengan
pisau analisis yaitu teori Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, dan
Magashid Syariah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hukum dan kepastian
hukum yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal fintech lending syariah
dalam hal regulasi sudah efektif, namun perlu adanya regulasi yang mengatur
tentang fintech lending syariah secara khusus. Dalam hal penegakkan hukum
belum efektif karena masih adanya fintech lending syariah yang belum
terdaftar ataupun berizin sudah melakukan operasi pada perusahaannya. Dalam
hal pemberian sosialisasi kepada masyarakat juga belum efektif karena masih
banyak pengguna layanan jasa keuangan yang bertransaksi di fintech lending
syariah yang belum terdaftar dan berizin. Upaya perlindungan hukum yang
diberikan dalam konsep magashid syariah index Muhammad Abu Zahrah yaitu
edukasi, keadilan dan kesejahteraan. Edukasi sudah berjalan namun belum
merata ke masyarakat. Aspek keadilan dan kemasalahatan dalam fintech
lending syariah yang sudah terdaftar dan berizin di OJK sudah sesuai magashid
syariah index karena adanya regulasi yang mengatur, lembaga yang mengawasi
dan sanksi yang diberikan. Namun dalam fintech lending syaraiah yang tidak
terdaftar dan berizin di OJK sangat tidak adanya keadilan dan kemaslahatan,
karena banyaknya pengguna layanan jasa tersebut mendapatkan kerugian.

Kata Kunci : Fintech lending, perlindungan hukum, OJK
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi membuat maysarakat semakin berkembang.
Internet menjadi salah satu hal pokok yang digunakan masyarakat di era
globalisasi ini. Semakin berkembangnya zaman, semakin semakin banyak produk-
produk barau yang diciptakan baik dalam sektor industri, ekonomi, teknologi dan
lain-lain. Masyarakat semakin kreatif dan berinovasi sehingga perkembangan
zaman ini dapat meningkatkan kemajuan sebuah negara.

Sebagaimana sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup pada
masyarakat, teknologi informasi (information technology) mempunyai Kiprah
yang penting, pada zaman yang lalu, zaman sekarang, dan zaman yang akan
datang nanti. Teknologi informasi sangat penting dalam memacu pertumbuhan
ekonomi, seperti memudahkan transaksi usaha terutama usaha keuangan yg
memicu perubahan di dalam tatanan bagi kebutuhan hidup untuk warga dalam
segi sosial dan ekonomi, yg saat itu telah bertransaksi dengan cara tradisional
menuju transaksi dalam secara digital.

Internet sebagai salah satu produk teknologi informasi serta komunikasi
sekarang dapat diakses dengan cara mobile mirip handphone, notebook, laptop,
serta perangkat non-handphone yang lainnya. Internet saat ini bisa diakses dengan
cara mobile atau dikenal dengan internet mobile. Internet di Indonesia sudah
mulai meningkat dengan baik dan terus mengalami rangakaian perkembangan.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah melaksanakan survei



yang telah dilaksanakan pada bulan April 2019. Dalam survei tersebut sebanyak
171,7 juta jiwa atau kurang lebih 64,8% dari jumlah penduduk warga negara
Indonesia dengan jumlah sebanyak 264 juta jiwa masyarakat yang telah
menggunakan internet di Indonesia.! Para pengguna internet di Indonesia
mengalami peningkatan sebesar 10,2% atau 27,9 juta jiwa saat data tersebut
dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang menggunakan internet pada tahun
sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan potensi bahwa teknologi informasi dapat
dimanfaatkan dalam peningkatan perekonomian di Indonesia.

Revolusi digital yang terjadi saat ini menghadirkan sebuah ruang yang
menghubungkan antar manusia di bumi, sehingga semua manusia terhubung
dalam jaringan. Ketika manusia sudah berada dalam suatu jaringan, mereka dapat
berdagang, bertransaksi, berbicara, dan menyasar pada satu sama lain, satu ke
satu, peer to peer.” Media internet digunakan secara maksimal untuk proses
pekerjaan penciptaan produk dan melakukan komunikasi bisnis. 3

Kebutuhan masyarakat dalam era digital ini mendorong mereka melakukan
inovasi dan transformasi dalam layanan jasa keuangan. Inklusi Keuangan di

Indonesia menjadi perhatian serius oleh Pemerintah, dengan adanya Peraturan

! Wahyudi, “Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur,”
Jurnal Komunika, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol. 8 No. 2 (November 2019), h.
64.

2 Chris Skinner, Manusia Digital, Revolusi keempat Umat Manusia Mencakup Semua
Orang, alih bahasa Kezia Alaia (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), h. 14.

¥ Yudho Yudhanto, Informatiom Technology Business Start-Up (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2018), h. 6.
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Kebutuhan masyarakat yang semakin modern, menjadi faktor pendorong
bagi pelaku jasa keuangan untuk bersaing dala hal mengembangkan sebuah akses
yang sangat mudah untuk membantu warga dalam menggunakan layanan pada
produk atau jasa keuangan dengan menggunakan teknologi informasi seperti
financial technology. Financial technology mempunyai tujuan untuk membuat
masyarakat atau pengguna layanan fintech lebih mudah dalam mengakses produk-
produk pada layanan jasa keuangan, dan juga dapat meningkatkan literasi
keuangan bagi para pengguna.’ Perkembangan teknologi informasi membuat
masyarakat semakin mudah dalam bertransaksi secara online. Hal tersebut dapat
dilihat oleh para penyelenggara fintech, sehingga penyelenggara berlomba-lomba
untuk membuat start-up fintech untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Penyelenggara membuat suatu inovasi keuangan salah satu nya dengan tujuan
untuk membantu para pengguna layananan dalam bertransaksi secara lebih
praktis, cepat, dan mudah.

Adanya fintech memberikan kemudahan kepada setiap pengguna yang
menggunakannya. Setiap pengguna dapat melakukan transaksi melalui online
tanpa harus saling bertatap muka. Transaksi seperti mentransfer uang yang

biasanya orang-orang akan pergi ke bank, kini orang-orang hanya duduk di rumah

* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi
Nasional Keuangan Inklusif.

® Sandryones Palinggi, dan Lutma Ranta Allolinggi, “Analisa Deskriptif Industri Fintech
Di Indonesia: Regulasi Dan Keamanan Jaringan Dalam Perspektif Teknologi Digital,” Jurnal
Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6:2 (2019), h. 178.



saja mereka bisa mentransfer uang nya kepada orang yang dituju secara online.
Pembayaran, pembelian produk, pemilihan barang atau jasa dapat dilakukan
dengan cara yang praktis melalui handphone atau perangkat lainnya yang
disambungkan pada internet, dan pengguna bebas bertransaksi secara online.
Dalam hal ini, walaupun peran fintech sangat baik karena memberikan transaksi
yang sangat praktis, mudah, dan akses yang cepat tanpa harus tatap muka, tetapi
tidak menggantikan peran bank, justru adanya fintech ini sangat membantu bank
dalam menjalankan fungsinya di sektor jasa keuangan..®

Zaman digital merupakan zaman kebangkitan platform dan marketplace.’
Penyelenggara atau platform yang terus memberikan suatu inovasi dalam layanan
jasa keuangan salah satunya ditandai dengan adanya pinjam meminjam uang
secara online atau pinjam meminjam uang melalui fintech lending yang telah
terdaftar, berizin, dan diawasi oleh OJK . Hal tersebut sangat membantu dalam
rangka perekonomian Negara. Karena selain untuk kebutuhan produktif, layanan
tersebut memberikan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. Transaksi tersebut
dilakukan oleh plaform, lender, dan borrower dengan menggunakan sistem secara
online tanpa harus face to face.?

Statistik jumlah fintech lending dilihat dari data yang diterbitkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan dari awal POJK berlaku sampai pada bulan Januari 2022,

® Anggara Pernando, http://finansial.bisnis.com/read/20160328/9/531764/ojk-fintech-
harus-mengurus-izin, “ Fintech Harus Mengurus Izin,” akses 21 November 2018.

" Chris Skinner, Manusia Digital: Revolusi keempat Umat Manusia Mencakup Semua
Orang, h. 58.

® Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /pojk.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



total jumlah data penyelenggara (platform) fintech lending yang telah terdaftar
dan berizin di OJK adalah sebanyak 103 perusahaan berbasis syariah dan
konvensional. Fintech lending syariah sampai januari 2022 berjumlah 7 platform,
1 platform berbasis syariah dan konvensional, sisanya fintech lending
konvensional dan fintech lending tersebut yang sudah terdaftar dan berizin oleh
Otoritas Jasa Keuangan.9

Fintech lending atau sebuah perusahaan penyelenggaraan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang
Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi baik dengan basis konvensional
maupun syariah.*®

Perusahaan fintech lending atau platform merupakan sebuah wadah
memfasilitasi (marketplace) untuk pengguna layanan yang membutuhkan dana
pinjaman yang biasa disebut borrower atau penerima pinjaman dengan pengguna
layanan yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman dana yang
biasa disebut lender atau pemberi pinjaman, dan platform juga mengakomodasi
lender untuk mendapatkan bagi hasil dengan dana pokok dikemudian hari. Semua

transaksi tersebut dilakukan dengan sistem online dengan akses yang praktis,

%Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK,”
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial -technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-
Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx, akses 17 januari 2022.

% sarwin Kiko Napitupulu dkk., Perlindungan Konsumen pada Fintech, cet ke-1
(Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan: 2017), h. 16.



mudah, dan proses transaksi yang cepat dan modern membuat masyarakat banyak
yang menggunakan aplikasi tersebut.

Kemudahan dalam bertransaksi pada plaform keuangan berbasis teknologi
informasi  tentunya akan muncul juga berbagai permasalahan. Masalah
perlindungan hukum bagi para pengguna layanan fintech lending harus diberikan
secara adil untuk berbagai pihak. Bagi investor (lender) yang memberi
pembiayaan, dan bagi peminjam (borrower). Permasalahan bagi lender dalam
pembiayaan yang sering terjadi yaitu gagal bayar , dan bagi borrower vyaitu
mengenai pembayaran hutang apabila telat melakukan pembayaran ataupun usaha
yang dilakukan gagal atau tidak sesuai.

Fintech lending membuat disclaimer pada setiap platform nya yang
berbunyi:

“Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh
Pemberi Pendanaan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara
yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.”**

OJK mempunyai suatu tujuan yang dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , disebutkan bahwa OJK
dibentuk dengan tujuan agar penyelenggaraaan yang dilakukan oleh
penyelenggara atau platform, dan lender serta borrower sebagai pengguna layanan
dapat berjalan dengan teratur, adil bagi semua pihak, transparan dalam pemberian
informasi, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh perusahaan, akuntabel,
penyelenggara mampu untuk terus meningkatkan perusahaan yang semakin baik

agar membantu perekonomian negara , serta mampu untuk terus bertahan agar

1 |ihat di setiap website platform fintech lending.



mewujudkan sistem keuangan yang baru dengan inovasi yang baik dan stabil dan
yang terpenting adalah harus mampu melindungi kepentingan para pengguna
layanan dengan cara memberikan hak-hak dan menyampaika kewajiban serta
larangan-larangannya.

Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang perlindungan
konsumen, dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggara
fintech lending juga diwajibkan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada
para pemberi pembiayaan jika terjadi risiko seperti gagal bayar oleh peminjam.*?.

Selanjutnya, permasalahan yang biasanya terjadi oleh penerima pinjaman
(borrower), menurut beberapa kasus mengenai fintech lending yang terjadi,
bahwasannya beberapa orang yang menjadi peminjam dana selalu diperlakukan
secara tidak manusiawi oleh debt collector pada platform keuangan tersebut
karena borrower yang telat membayar hutangnya. Seperti halnya penyalahgunaan
data pribadi. Hal tersebut ditemukan di beberapa fintech lending legal maupun
fintech lending ilegal.*®

Penyelenggara wajib mematuhi prinsip dasar vyaitu dalam hal
perlindungan pengguna layanan jasa keuangan tentang kerahasiaan dan keamanan

data.’* Dalam hal tersebut, penyelenggara tidak diperbolehkan menyalahgunakan

data pribadi dalam hal menagih hutang.

12 pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.

3 “Rupiah Plus Akui Pelanggaran Penagihan Utang ke Peminjam”,
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180723202907-185-316410/rupiahplus-akui-
pelanggaran-penagihan-utang-ke-peminjam, akses 25 Januari 2021.

1 pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi.


https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180723202907-185-316410/rupiahplus-akui-pelanggaran-penagihan-utang-ke-peminjam
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180723202907-185-316410/rupiahplus-akui-pelanggaran-penagihan-utang-ke-peminjam

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai fintech lending berbasis
syariah yang belum diawasi dan berizin OJK namun sudah menggunakan akad-
akad syariah dalam pelaksanaannya. Telah terjadi risiko gagal bayar, yang
mengakibatkan para pemberi pinjaman kehilangan harta nya. Website, aplikasai
dan sosial media PT TJ tersebut sudah tidak aktif.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut dan adanya permasalahan
yang terjadi mengenai fintech lending, hal ini sangat penting untuk diteliti, dan
penulis sangat teratarik untuk meneliti penelitian mengenai penelitian fintech
lending dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Financial
Technology Lending Syariah: Pendekatan Magashid Syariah Index” dengan
memberikan solusi melalui pisau analisis tentang perlindungan hukum, kepastian
hukum, dan magashid syariah index bagi pengguna layanan jasa keuangan
fintech lending syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, dapat diketahui bahwa
adanya persoalan tentang financial technology lending . Pembatasan masalah
dalam penelitian ini yaitu sebatas tentang fintech lending syariah yang berizin dan
tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dapat dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apakah efektif upaya perlindungan hukum bagi para pengguna layanan fintech

lending di Indonesia?

2. Bagaiaman upaya perlindungan hukum bagi pengguna fintech lending di

Indonesia dalam perspektif magashid syariah index?



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab permasalahan-
permasalahan yang akan di angkat dalam rumusan masalah, yaitu:
1. Untuk mendeskripsikan efektivitas upaya perlindungan hukum bagi pengguna

layanan fintech lending di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai upaya dalam perlindungan hukum bagi

pengguna fintech lending di Indonesia dalam perspektif magasid asy-syari‘ah.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua komponen yaitu secara teoritis dan
secara praktis dengan tujuan dapat memberikan manfaat kepada penulis, ataupun
bagi civitas akademi UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta serta masyarakat yang akan
menjadi pengguna layanan financial technology lending syariah.
1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu penulis berharap bahwa penelitian ini akan
menambah wawasan bagi penulis dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum,
sehingga dapat menambah wawasan tentang sektor layanan jasa keuangan yaitu
fintech lending syariah. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi
rujukan bagi para pengguna layanan fintech lending syariah di Indonesia.
2. Manfaat Secara Praktis
Manfaat secara praktis yaitu , diharapkan penelitian ini dapat dijadikan

sebagai bahan evaluasi bagi para pengguna layanan fintech lending syariah agar
mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech lending

syariah. Sehingga jika ingin bertransksi pada layanan jasa keuangan berbasis
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tekhnologi informasi, para pengguna dapat meminimalisir risiko yang ada pada
setiap platform tersebut.
E. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai financial technology bukan sesuatu yang baru, dan
banyak sekali penelitian mengenai financial technology tersebut, ada beberapa
penelitian mengenai financial technology yang akan penulis uraikan. Beberapa
penelitian ini dapat diklarifikasi dari berbagai aspek, yaitu:

Penelitian dilihat dari aspek ekonomi, mengenai Presepsi Masyarakat Kota
Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech), penelitian tersebut
mendapat kesimpulan bahwa masyarakat memberikan  dukungan kepada
kemajuan inovasi teknologi keuangan di Indonesia yang sangat membantu
masyarakat. Terbukti dari hasil wawancara 9 dari 10 sample yang diteliti,
mereka sudah menggunakan fintech. Sudah banyak masyarakat yang
menggunakan fintech karena masyarakat tersebut sudah merasakan manfaatnya.

Para pengguna layanan jasa lebih tertarik bertransaksi pada fintech karena
lebih efesien dan efektif dibanding dengan layanan di sektor jasa keuangan
lainnya. Karena transaksi yang praktis dan modern tersebut maka pengguna
sangat termotivasi. Sosialisai mengenai fintech sangat perlu dilakukan oleh
penyelenggara dan pemerintah sehingga masyarakat akan mengetahui tentang
layanan jasa keungan yaitu perusahaan fintech .°> Penelitian ini meneliti dari

aspek efektivitas fintech, perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah

> Tri Indah Fadhila Rahma, “Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan
Financial Technology (FinTech), ” Jurnal At-Tawassuth, Vol. 3: 1, (2018), h. 642 — 661.
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penulis meneliti mengenai efektivitas upaya hukum bagi pengguna fintech lending
tersebut.

Penelitian selanjutnya dilihat dari aspek hukum mengenai Perlindungan
hukum bagi pengguna layanan jasa keuangan dalam transaksi pinjaman online.
Penelitian tersebut menjelaskan mengenai lembaga-lembaga yang berwenang
dalam mengatur dan mengawasi industri fintech yakni Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan berbasis fintech juga diatur dalam dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.® Penelitian
yang peneliti tulis berbeda dengan penelitian tersebut, karena penelitian yang
ditulis tentang efektivitas upaya perlindungan bagi pengguna fintech lending yang
diatur dan diawasi oleh OJK.

Penelitian selanjutnya dalam aspek hukum yaitu mengenai perlindungan
hukum terhadap lender dalam penyelenggaraan finansial teknologi yang berbasis
peer to peer lending belum berjalan dengan baik. Pada penelitian ini ditarik
kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman belum melindungi
pemberi pinjaman karena belum ada keadilan bagi pemberi pinjaman tersebut.
Maslah yang timbul dari fintech p2p lending ini belum memberikan solusi dan
belum melindungi para pemberi pinjaman tersebut, sehingga diperlukannya
undang-undang yang mengatur secara khusus dan perlu adanya kerjasama antar

lembaga dalam bidang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.*’

' Hendro Nugroho, “Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman
Online,” Jurnal Justitia, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7: 2 (2020).

17Agus priyonggojati, ‘“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman dalam
Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending,” Jurnal USM Law, Vol. 2:
2 (2019).
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Penelitian berikutnya dalam aspek hukum mengenai peran OJK dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam
perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online. Menurut peraturan otoritas jasa
keungan 77/POJK.01/2016 penyelesian sengketa dilakukan melalui mediasai ,
ajudikasi dan arbitrase. Keputusan mediasi oleh pihak ketiga yang disebut
mediator, mediator berpperan sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan
permasalahan antar pihak yang bersengketa. Kedua ajudikasi , ajudikasi juga
merupakan cara penyelesian sengketa , dimana seorang ajudikator menjadi pihak
ketiga dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi ini dapat mengikat para pihak-pihak yang bersengketa. Jika para pihak
menolak putusan yang diberikan, maka para pihak yang bersengketa dapat
melakukan upaya penyelesaian sengketa hukum yang lain. Ketiga yaitu arbitrase,
dimana seorang arbiter sebagai pihak ketiga membantu dalam menyelesaikan
penyelesaian sengketa oleh pengguna layanan. Putusan arbitrase bersifat final dan
mengikat para pihak yang bersengketa. *®

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa belum ada undang-undang
yang secara khusus membahas tentang perlindungan data pribadi. Walau banyak
undang-undang lain yang sudah membahas tentang data pribadi namun belum
menjelaskan secara spesifik sampai dimana penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Perlindungan konsumen bagi layanan fintech mengenai pelanggaran data pribadi

'8 Gusti herman, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis
online menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 / pojk. 01 / 2016 tentang layanan
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi OJK Pekanbaru),” Skripsi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , 2020.
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harus dijadikan faktor penting bagi pemerintah dalah hal ini OJK sebagai lembaga
pengawas fintech. OJK harus memberikan sanksi kepada penyelenggara ketika
mereka melakukan penyalahgunaan data pribadi para pengguna layanannya. OJK
dalam mengatur dan mengawasi layanan jasa keuangan harus memberikan hak-
hak pengguna layanan (konsumen) tersebut agar para pengguna layanan
mendapatka keadilan dalam hal penyalahgunaan data pribadi, OJK juga harus
membantu para pengguna layanan sektor jasa keuangan dalam mendapatkan hak-
hak atau ganti rugi. OJK juga seharusnya dapat memberikan edukasi kepada
setiap orang mengenai layanan jasa di sektor keuangan ini.*

Penelitian berikutnya dalam aspek hukum yaitu pemanfaatan data pribadi
milik peminjam berupa data dalam handphone borrower yang dipakai dalam
bertransaksi sebagai kesepakatan dalam penagihan utang oleh debt collector suatu
perusahaan atau nomor handphone orang yang dijadikan oleh peminjam sebagai
penanggung jawab kedua jika borrower tersebut tidak melaksanakan
kewajibannya (membayar utangnya). Dalam penelitian ini hal tersebut bukan
merupakan pelanggaran hukum, karena borrower telah menyetujui akses kepada
data yang ada pada handphone borrower tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh
debt collector dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang sah, karena hal tersebut

disetujui oleh borrower.?

!9 Charisma Septi Jayanti, “Perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi pada pt. Digital synergy technology),”
Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019.

% G Koes Hariwinarno, “Pemanfaatan Data Contact Number Oleh Kreditor Dalam
Perjanjian Fintech Peer To Peer Lending,” Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas
Hukum 20109.



14

Penelitian dalam aspek hukum berikutnya mengenai urgensi kebijakan
perlindungan hukum terhadap konsumen fintech peer to peer lending akibat
penyebaran covid-19. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya
kekosongan hukum bagi perlindungan hukum pengguna layanan fintech p2p
lending di masa covid-19 ini. Karena banyak borrower yang tidak mampu
membayar pinjaman dikarenakan pandemi.**

Penelitian selanjutnya dilihat dari aspek syariah yaitu mengenai
penggunaan fintech syariah dalam perspektif maslahah mursalah, dalam penelitian
ini mendapatkan kesimpulan bahwa tidak adanya dalil yang menentang jalannya
transaksi pada fintech yang amanah dan istigomah dengan menerapkan nilai-nilai
secara Islami. Penyelenggara fintceh dapat mengambil maslahah serta menjauhkan
mudharat atau keburukan dalam bertransaksi adalah hal yang paling penting
sehingga dinilai sesuai dengan perspektif atau konsep mashlahah mursalah.??

F. Kerangka Teori
1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh
Pemerintah kepada setiap orang atau masyarakat yang membutuhkannya atau
kepada orang-orang yang dirugikan.?® Perlindungan hukum secara universal

melindungi setiap orang baik pelaku usaha, konsumen, atupun masyarakat lain.

21 Kornelius Benuf , “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19,” Jurnal Rechts Vinding, Media
Pembinaan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, (2020).

2 Muhammad Saleh, dkk, “Analisis Pengguna Fintech Syariah Perspektif Maslahah
Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.ld),” Jurnal Al-Buhuts, Jurnal Ekonomi Syari’ah, 1AIN
Gorontalo, Vo. 16, No. 1, Juni 2020.

28 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), h. 21.
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Dalam hal penggunaan layanan jasa keuangan, perlindungan hukum melindungi
penyelenggara dan pengguna layanan dalam hal ini borrower dan lender.
Perlindungan hukum bagi pengguna layanan jasa keuangan meliputi perlindungan
pada hak-hak masyarakat yang bertransaksi pada jasa keungan.

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan upaya perlindungan
kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman bagi setiap orang dalam segi
hukum menurut peraturan- peraturan yang ada di Indonesia. Upaya perlindungan
hukum yang dimaksudkan dalam memberikan perlindungan hukum tidak saja
terhadap upaya hukum preventif, akan tetapi dilakukan upaya hukum represif juga
dalam setiap aspek perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah.

2. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Tahun
1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum
yang di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum sebagai pedoman hidup di
lingkungan masyarakat. Segala bidang yang ada di Indonesia yaitu pemerintahan,
kebangsaan, kemasyarakatan harus senantiasa patuh terhadap hukum, karena
Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat.*

Pembentukan peratuan-peraturan hukum terdiri dari asas yang utama yaitu
agar tercipta suatu pemahaman dan tindakan nyata tentang peraturan hukum
tersebut, suatu pemahaman dan tindakan tersebut adalah kepastian hukum.
Pemikiran tentang asas kepastian hukum ini pada mulanya disebutan oleh Gustav

Radbruch dalam bukunya dengan judul einfihrung in die rechtswissenschaften.

% pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945.
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Radbruch mengatakan bahwa hukum itu memiliki tiga nilai utama, yaitu:®
keadilan (gerechtigkeit); kemanfaatan (zweckmassigkeit); dan kepastian hukum
(rechtssicherheit).

Kepastian hukum harus diberikan untuk setiap orang sehingga mendapatkan
perlindungan untuk melindungi kepentingan umum dan melindungi kepentingan
pribadi. Kepastian hukum berfungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam
masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga nya.?®Kepastian hukum
merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum, karena kepastian
hukum merupakan wujud pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar
hukum. Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat yang jujur.
Kepastian hukum menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Adanya kepastian
hukum yang sejalan dengan norma-norma hukum tertulis dapat meyakinkan
warga negar bahwa masyarakat berada di bawah perlindungan hukum. Kepastian
hukum memberikan hak-hak yang akan diterima oleh masyarakat.

3. Magqasid Syari‘ah

Efektivitas pada suatu sistem dapat dilihat berdasarkan tingginya tingkat
tercapainya tujuan sistem itu. Jika dalam hukum Islam efektivitas sistem dinilai
bedasarkan tingkat pencapaian magasid syariah atau tujuan hukum Islam.
Diartikan secara etimologi, pengertian maqasid Syari’ah merupakan istilah

gabungan dari dua kata yaitu maqasid dan syariah. Magqasid adalah bentuk plural

% Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 19.

% Mario Julyano dan Aditya Yuli, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum
Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-
Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan IImu Hukum, Vol. 01:01, Juli 2019, h. 20.
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dari magshud dari kata kerja gashada yagshudu, dengan berbagai arti seperti
menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan
lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.?” Dengan demikian,
maqasid Syariah secara etimologi adalah tujuan dalam penetapan syariah atau
tujuan hukum Islam. Pengertian tersebut didasari oleh asumsi bahwa penetapan
syara’ mempunyai maksud atau tujuan tertentu oleh pembuatnya. Tujuan dalam
penetapan itu dipercayai adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada
hukum yang telah ditetapkan baik dalam Al-Qur’an maupun hadis yang di
dalamnya telah terdapat kemaslahatan.?® Maqasid syariah adalah tujuan al-Syar’i
(Allah Swt. dan Rasulullah saw.) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan
tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw., sebagai
alasan yang logis bagi lingkungan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan
umat manusia.”®

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ilmiah atau pembuatan karya
ilmiah yang ditulis oleh peneliti adalah metode penelitian yang dilakasanakan
dalam hal mencari kebenaran dengan cara yang sistematis dan tersusun. Metode
penelitian dilakukan untuk mengembangkan konsep yang ditulis oleh peneliti

dalam mencari jawaban atas rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti dan

2 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas Figh Aqalliydt dan Evolusi Magasid al-
Syariah Dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: Lkis, 2010), h. 178-179.

%8 Ali Sodogin, dkk, Figh Ushul Figh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di
Indonesia, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2014, h. 143.

2% Mardani, Ushul Figh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 333.
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menggunakan metode-metode yang ilmiah, tersusun, dan terarah. Penelitian hukum
adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran atas permasalahan-
permasalahan mengenai aturan-aturan hukum yang ada dan menjadi suatu ilmu
yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mencari jawaban atas permasalahan-
permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian
hukum dilakukan secara sistematik untuk memecahkan permasalahan yang terjadi
pada masyarkat dan dilakukan analisis secara mendalam oleh peneliti menggunakan
konsep-konsep yang sesuai dengan permasalahan hukum.* Langkah-langkah yang
dilakukan peneliti dalam mealakukan penelitian, menggunakan metode-metode

yang sistematis dan akurat, antara lain:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian
pustaka (library research), vyaitu suatu jenis penelitian dalam menyusun
penyusunan karya ilmiah dengan cara megumpulkan, menghimpun, menuliskan,
mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menganalisis dan menjadikan data dan
informasi yang didapat secara sistematis dan relevan dengan topik atau masalah
yang akan penulis teliti. Penelitian pustaka mengunakan cara untuk mendapatkan
informasi dan data-data dengan cara mencari dokumen yang ada seperti buku,
1

majalah, catatan kisah-kisah sejarah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.?

Sebagai bahan penunjang peneliti juga menggunakan penelitian lapangan (field

%0 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia,
1986), h. 43.

*! Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa ( Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.
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research), yang merupakan metode untuk mendapatkan informasi secara spesifik
tentang permasalahan yang sedang terjadi pada masyarakat dengan cara pendekatan
langsung terhadap permasalahan tersebut.®? Penelitian pustaka dan penelitian
lapangan yang penulis tuliskan yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang
berkaitan langsung dengan topik permasalahan dan juga gejala yang ada pada suatu
masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis teliti ini bersifat deskriptif - analitik yaitu
mendeskripsikan fakta yang terdapat pada hasil penelitian lalu dikaitakan dengan
konsep yang berkaitan yaitu tentang upaya hukum fintech lending syariah yang
diberikan oleh Pemerintah . Setelah itu peneliti akan menganalisa atau menguraikan
dengan cermat dan terarah. Penelitian ini juga berbentuk preskriptif, yaitu suatu
penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran atau masukan tentang suatu hal
yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi dan mencegah suatu permasalahan
yang terjadi maupun yang akan terjadi.*®
3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-
syar’i. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dalam melakukan penelitian hukum
dengan cara meneliti bahan hukum dalam bentuk data pustaka atau data sekunder
sebagai bahan dasar untuk diteliti oleh penulis. Penelitian yuridis dalam tesis ini

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan tentang upaya perlindungan

*2 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke- X (Jakarta: Bumi
Aksara, 2008), h. 28

%% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 15.
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hukum dan literatur yang berkaitan dengan upaya perlindung hukum yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti yaitu pengguna layanan fintech lending
syariah. Pendekatan yuridis yang peneliti gunakan berkaitan dengan produk
perundang-undangan.®* Sedangkan  yang  dimaksud dengan syar’i adalah
pendekatan terhadap suatu masalah yang ada dalam masyarakat dan didasarkan atas
hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur’an, al-Hadis, kaidah ushul figh dan
pendapat para ulama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep magashid
syariah index Muhammad Abu Zahrah sebagai pisau analisis mengenai upaya
perlindungan hukum fintech lending syariah.
4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan
data sekunder:
a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dan nyata oleh
peneliti dari objek penelitiannya di lapangan.*® Data primer diperoleh atau
dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) dengan cara
wawancara maupun observasi secara langsung. Wawancara merupakan proses

tanya jawab secara langsung dengan dua orang atau lebih bertatap muka dengan

%% Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:
Rajawali Pers, 2001), h. 13.

% . Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik ( Jakarta: PT Rineka Cipta 2003),
h. 2.
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mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan memperoleh data untuk untuk

dioalah sebagai bahan penelitian..*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data untuk penelitian karya ilmiah yang dapat diperoleh
melalui bahan-bahan pustaka.®’ Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan
hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.*

1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang sifatnya langsung
berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa Peraturan
Perundang-undangan meliputi: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/
SEQOJK.02/ 2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi
Informasi pada Layanan Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

2. Bahan hukum sekunder, adalah sumber data kedua yang dapat memberikan
informasi atau data tambahan kepada peneliti yang dapat memperkuat bahan
hukum primer, dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung dari

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti buku,

% Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Semarang:
Ghalia Indonesia, 1982), h. 71.

% bid., h. 11

** Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 52.
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jurnal, hasil penelitian, laporan kerja yang memiliki hubungan dengan masalah
yang akan diteliti.

. Bahan hukum tersier, adalah bahan pendukung yang dibutuhkan dalam rangka
menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam melakukan
penelitian. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang bersifat
penunjang seperti kamus hukum, majalah, koran, dan lain-lain yang berkaitan
dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer dari sumber data sekunder
yaitu dokumentasi atau bahan pustaka, yaitu data-data yang diperoleh
dikumpulkan, disusun, dan mengelola dokumen-dokumen berupa peraturan
perundang-undangan atau bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian
yaitu upaya perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech lending serta
bahan-bahan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan hukum sekunder dan
tersier yang berhubungan dengan penelitian. Terkait hal ini, maka pengumpulan
data dilakukan dengan menelaah sumber data sekunder dari bahan hukum primer,
sekunder dan tersier sebagaimana yang disebut di atas. Selanjutnya, penulis juga
akan menggunakan sumber data primer sebagai penunjang dengan melakukan
wawancara melalui media sosial baik melalui telegram, instagram, WA dan lain

sebagainya.
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6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.
Setelah sumber data terkumpul kemudian peneliti akan mengolah dan
menganalisis data-data tersebut. Metode deduktif berarti cara berfikir yang
berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum.*® Konsep yang peneliti tulis
dalam penelitian ini berangkat dari teori perlindungan hukum, kepastian hukum ,
dan magashid syariah index. Untuk mempermudah menganalisis konteks dengan
permasalahan yang terjadi dari landasan yang bersifat umum dan diharapkan
memperoleh kesimpulan secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara
khusus.

H. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini penulis kelompokkan
menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti atau bagian tengah, bagian akhir.
Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman
pernyataan keaslian, halaman pesetujuan tesis, halaman pengesahan, motto, halaman
persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi. Keseluruhan dari
bagian-bagian tesis yang peneliti tulis merupakan keabsahan administrasi tesis ini.

Bagian inti atau bagian tengah dalam tesis ini membahas mengenai bab satu
dari pendahuluan sampai bab lima yaitu kesimpulan. Pada setiap bab terdapat sub-
sub bab yang menjelaskan pokok bahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi gambaran umum penelitian tesis yang meliputi latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat

% Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodelogi Penyusunan (Bandung: CV.
Mandar Maju, 2002), h. 170-171.
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penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika
pembahasan. Sub-sub bahasan tersebut di atas penulis letakkan di awal agar
memudahkan dalam melakukan penulisan tesis ini.

Bab kedua, berisi tentang teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum,
dan teori magashid syariah index.

Bab ketiga ini akan penulis paparkan mengenai gambaran umum tentang
Otoritas Jasa Keuangan, financial technology di Indonesia dan lebih fokus kepada
fintech lending syariah di Indonesia, kasus financial technology lending syariah.serta
regulasi yang mengatur fintech lending syariah di Indonesia.

Bab ke empat, berisi tentang analisis efektivitas upaya perlindungan hukum
fintech lending di Indonesia, dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi
pengguna layanan fintech lending syariah dalam perspektif magashid syariah.

Setelah semua penejelasan selesai dijabarkan maka pada bab lima ini, penulis
akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian ini, yang kemudian disusul dengan

saran.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh
Pemerintah dalam hal fintech lending syariah dilihat dari segi regulasi sudah
efektif, namun belum ada peraturan khusus yang membahas tentang fintech
lending syariah. Dalam segi penegakkan hukum belum efektif karena
adanya fintech lending syariah yang sudah melakukan penyelenggaraan
tanpa terdaftar dan berizin di OJK. Dari segi sosialisai dan edukasi sudah
berjalan namun belum secara merata dilakukan.

2. Upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dilihat dari magashid
syariah index Muhammad Abu Zahrah, yaitu adanya edukasi, keadilan, dan
kemaslahatan. Edukasi sudah berjalan namun belum merata ke masyarakat,
sehingga masyarakat masih bertransaksi ke fintech lending syariah yang
belum terdaftar dan berizin OJK. Selanjutnya dalam hal keadilan dan
kemasalahatan. Dalam fintech lending syariah yang sudah terdaftar dan
berizin di OJK sudah sesuai magashid syariah index karena adanya regulasi
yang mengatur, lembaga yang mengawasi dan sanksi yang diberikan.
Namun dalam fintech lending syaraiah yang tidak terdaftar dan berizin di
OJK sangat tidak adanya keadilan dan kemaslahatan, karena banyaknya

pengguna layanan jasa tersebut mendapatkan kerugian.
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. Saran

. Diharapkan OJK membentuk peraturan yang berbeda antara fintech lending
konvensional dan fintech lending syariah.

. Diharapkan OJK mensosialisasikan kepada tokoh masyarakat, sehingga
mereka dapat mensosialisasikan mengenai bahaya fintech lending ilegal
kepada masyarakat.

. Diharapkan penyelenggara fintech lending agar dapat jujur mengenai
informasi apapun tentang transaksi pada plaform masing-masing.

. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati dalam

bertransaksi.
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